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Perkawinan
Fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z menjadi perhatian
serius dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menimbulkan keresahan di
tengah masyarakat yang masih kental nilai adat dan agama. Hukum positif
Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun
2019 dan usia ideal melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN,
yang berlandaskan kedewasaan fisik, psikis, dan sosial. Data KUA Kecamatan
Darul Kamal mencatat penurunan angka pernikahan 70,3%, dari 64 pasangan
(2021) menjadi 19 pasangan (2025), yang dikonfirmasi Kepala KUA sebagai
dampak maraknya penundaan pernikahan Generasi Z usia 22-29 tahun.
Penelitian ini menjawab dua permasalahan: faktor-faktor yang memengaruhi
keputusan menunda pernikahan, dan fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan
perundang-undangan tentang batas ketentuan usia perkawinan. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis
penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruk tur
terhadap enam belas informan Generasi Z, Kepala KUA, dan Imum Mukim
Kecamatan Darul Kamal. Hasil penelitian  menemukan lima faktor yang
memengaruhi keputusan menunda pernikahan: finansial dan ekonomi paling
dominan, kesiapan mental-emosional, pendidikan dan karier, pengaruh
lingkungan sosial, serta selektivitas pasangan. Temuan dikonfirmasi oleh Imum
Mukim, yang menyoroti beban mahar dan biaya adat pernikahan sebagai
persoalan utama, sekaligus mengingatkan potensi dampak sosial berupa
pergaulan bebas, dan tekanan mental pemuda jika tren ini terus meluas. Seluruh
informan telah melampaul batas usia minimal maupun batas usia anak dalam
hukum positif Indonesia, namun sebagian besar belum mencapai usia ideal yang
direkomendasikan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan
pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal menghadirkan paradoks
hukum positif berhasil mencegah pernikahan dini, namun diiringi penundaan
yang melampaui batas usia ideal. Dalam perspektif hukum Islam, informan yang
belum mampu secara lahir batin berada pada posisi makruh hingga mubah untuk
menunda, sedangkan yang telah mampu namun tetap menunda berada pada
posisi mendekati sunnah hingga wajib untuk segera menikah.
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TRANSLITERASI

1. Konsonan
Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda

sekaligus. Di bawah ini-daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf Huruf Huruf Huruf
Nama Nama Nama Nama
Arab Latin Arab Latin
tedenga
tidak | tidak -
n titik
\ Alf | dilam- | dilamban L Tha’ t "
1
bangkan | gkan
bawah)
zet
(dengan
< Ba’ b Be L Zha’ z
titik di
bawah)
koma
: terbalik
< Ta’ t Te ¢ ‘ain ¢
(di
atas)
es
. (dengan : :
< Tsa’ S ¢ Ghain g Ge
titik di
atas)
z Jim ] je - Fa’ f Ef
z Ha’ h ha a Qaf Q Ki
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(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ kh ka dan ha 4 Kaf K Ka
2 Dal d de J Lam L El
zet
i (dengan .
2 Dzal v/ A e Mim M Em
titik di
atas)
B Ra’ r er O Nun N En
r za’ z zet X Waw W We
82 Sin S es o Ha’ H Ha
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o Syin sy es dan ye s ¢
ah f
es
(dengan
o Shad S s Ya’ Y Ye
titik di
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de
dengan
o= Dhad d (Ceng
titik di
bawah)

2. Vokal
Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal
tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
§ Fathah A A
Kasrah 1 |
Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
;_51 Fathah dan ya Ad Adan I
3 Kasrah dan Iu Idan U

wau
Contoh:
S = haifa,
J = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama

Huruf
Gk Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
& Kasrah dan ya 7 i dan garis di atas
BN Dammah dan wau u i dan garis di atas

Contoh:
oG | mata
<o L rama
& :qila
2 s _
ekl yamitu
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
manusia, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan, melainkan juga merupakan ibadah yang dianjurkan untuk menjaga
keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup. Allah SWT berfirman dalam
QS. al-Rum ayat 21 bahwa diciptakan-Nya pasangan hidup agar manusia
merasakan ketenangan, serta dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang di antara
keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki
kedudukan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan untuk segera dilaksanakan
bagi yang telah memenuhi kesiapan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan nilai-nilai yang
signifikan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi Z
merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga
2012 dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.
Kondisi ini membentuk cara pandang mercka terhadap berbagai aspek
kehidupan, termasuk pandangan terhadap pernikahan. Di satu sisi, Generasi Z
dikenal adaptif, kritis, dan terbuka terhadap perubahan. Namun di sisi lain,
mereka cenderung mempertimbangkan kesiapan emosional, mental, pendidikan,
dan ekonomi secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menikah.

Negara telah mengatur ketentuan perkawinan melalui Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa batas
usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
Ketentuan ini lahir dengan tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan

terhadap hak anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah
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pernikahan dini yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan,
serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.!

Lebih jauh, ketentuan mengenai usia dalam konteks perkawinan juga
dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan
ini mengandung konsep usia dewasa perkawinan, yaitu bahwa seseorang yang
telah mencapai usia 21 tahun ke atas dipandang telah memiliki kematangan dan
kemandirian yang cukup untuk memutuskan perkawinan secara mandiri. Konsep
ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang melalui Pasal
21 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang usia ideal perkawinan sebagai bagian
dari kebijakan keluarga berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional BKKBN selaku lembaga yang mengimplementasikan
undang-undang ini merekomendasikan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi
perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, demi terwujudnya keluarga yang
berkualitas dan ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, hukum positif
Indonesia membedakan secara tegas antara batas usia minimal yang bersifat
administratif 19 tahun dengan batas usia ideal yang bersifat rekomendasi
kesiapan terbaik sebelum menikah 21-25 tahun.

Persoalan usia ideal menikah ini pada dasarnya tidak lepas dari konsep
kedewasaan atau kematangan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan.
Secara teoretis, kedewasaan dalam konteks pernikahan tidak semata diukur dari
angka usia, melainkan mencakup kematangan fisik, psikis, dan sosial secara
bersamaan. Kematangan fisik dapat dilihat dari kesiapan organ reproduksi dan

kondisi biologis seseorang, sedangkan kematangan psikis diukur dari kestabilan

! Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Al-Syari‘ah," Jurnal llmiah Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2
2021, hlm 15.



emosi, kemampuan berpikir rasional, dan kesiapan memikul tanggung jawab
rumah tangga. > Beberapa ulama kontemporer turut menegaskan bahwa
kedewasaan seseorang untuk menikah tidak cukup dilihat dari kematangan fisik
baligh semata, tetapi juga dari kematangan berpikir dan bertindak. Pandangan
ini menegaskan bahwa kedewasaan  tidak selalu berbanding lurus dengan
bertambahnya usia, sehingga ketentuan batas usia dalam hukum positif
Indonesia pada dasarnya merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas
kedewasaan seseorang untuk membina rumah tangga, sekaligus langkah
preventif guna mencegah pernikahan yang dilangsungkan sebelum tercapainya
kematangan psikis dan fisik yang memadai.

Namun, realitas yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan
gambaran yang berbeda. Pada tingkat nasional, data dari Statistik Pemuda
Indonesia 2025 mencatat bahwa sebagian besar pemuda Indonesia pada
kelompok usia 19-25 tahun masih belum menikah. Angka ini menunjukkan
bahwa meskipun secara hukum telah memenuhi syarat usia minimal perkawinan
dan bahkan sebagian telah melampaui rekomendasi usia PUP, banyak generasi
muda yang memilith untuk terus menunda pernikahan dengan berbagai
pertimbangan.’

Fenomena penundaan pernikahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat
nasional, tetapi juga dirasakan secara nyata dan dapat dibuktikan melalui data
resmi di tingkat lokal Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Berdasarkan data
statistik resmi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal, angka
pernikahan di wilayah tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dalam
lima tahun terakhir. Tercatat bahwa pada tahun 2021 jumlah pernikahan
mencapai puncaknya dengan 64 pasangan, namun kemudian turun secara

konsisten menjadi 43 pasangan (2022), 30 pasangan (2023), 23 pasangan

2 Erik Erikson, Childhood and Society (New York: Norton, 1950), hlm. 263-266; Leoni
Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z," Jurnal llmiah Bening 8,
no. 2, hlm. 103.

3 BPS, Statistik Pemuda Indonesia 2025 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025).



(2024), dan mencapai titik terendah dengan hanya 19 pasangan pada tahun 2025,
atau turun sebesar 70,3% dalam kurun waktu empat tahun. 4 Kepala KUA
Kecamatan Darul Kamal secara resmi mengonfirmasi bahwa fenomena Generasi
Z yang menunda pernikahan merupakan faktor dominan di balik penurunan
angka tersebut, dan menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di Darul Kamal
saat ini bukan lagi maraknya pernikahan dini, melainkan justru maraknya
penundaan pernikahan di kalangan pemuda usia 22-29 tahun yang telah jauh
melampaui batas minimal maupun rekomendasi usia ideal.’

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan menunda pernikahan
dalam penelitian ini adalah kondisi di mana seseorang yang secara usia telah
memenuhi ketentuan batas minimal usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun
2019 yaitu 19 tahun, namun secara sadar memilih untuk tidak atau belum
melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, seseorang yang belum mencapai
usia 19 tahun dan belum menikah tidak termasuk dalam kategori menunda
pernikahan dalam penelitian ini, karena secara hukum memang belum tiba
waktunya untuk menikah.®

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal,
ditemukan bahwa banyak Generasi Z di wilayah tersebut yang telah memasuki
usia minimal perkawinan secara sadar memilih menunda pernikahan dengan
berbagai pertimbangan, baik pada mereka yang belum memiliki pasangan
maupun mereka yang telah menjalin hubungan atau bahkan berada pada tahap
khitbah namun tetap menunda pelaksanaan akad. Fenomena awal ini menjadi
dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang
melatarbelakanginya pada Bab Tiga.”

4 Data Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.

5 Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026.

¢ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

7 Observasi awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, 2026.



Fenomena penundaan pernikahan ini turut menimbulkan keresahan di
kalangan tokoh adat dan keagamaan setempat. Sebagai masyarakat yang masih
kental dengan nilai-nilai adat dan agama, penundaan pernikahan yang berlarut-
larut kerap dipandang sebagai persoalan yang berpotensi menimbulkan berbagai
dampak negatif, baik secara sosial maupun keagamaan. Berdasarkan wawancara
awal peneliti dengan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, fenomena ini
dipandang sebagai pergeseran budaya yang cukup signifikan dibandingkan
generasi sebelumnya. Menurut beliau, meskipun keinginan Gen Z untuk matang
secara pendidikan dan pekerjaan sebelum menikah merupakan hal yang positif,
penundaan yang dilandasi ketakutan berlebihan terhadap rezeki atau standar
gaya hidup yang terlalu tinggi dinilai kurang tepat, mengingat ajaran agama
justru memandang pernikahan sebagai jalan pembuka rezeki dan penjaga
kehormatan diri.®

Imum Mukim turut mengidentifikasi dua persoalan utama yang
mendasari keraguan Gen Z untuk segera menikah di tingkat kemukiman, yaitu
beban ekonomi berupa tuntutan mahar mayam emas dan tingginya biaya kenduri
pernikahan yang dirasa memberatkan pemuda yang baru merintis karier. Lebih
lanjut, beliau menyampaikan kekhawatiran atas sejumlah dampak sosial,
budaya, dan keagamaan apabila tren penundaan ini terus meluas, di antaranya
meningkatnya risiko pergaulan bebas ikhtilat akibat dorongan emosional dan
biologis anak muda yang tidak tersalurkan pada usia produktif, melebarnya jarak
generasi antara orang tua dan anak yang berdampak pada kualitas pengasuhan,
serta tekanan mental pada pemuda yang berada dalam posisi serba salah antara
tuntutan norma sosial untuk segera menikah dan kondisi finansial yang belum
mapan. Sebagai langkah menjembatani persoalan tersebut, Imum Mukim
mengimbau adanya penyederhanaan prosesi adat agar mahar dan pesta

pernikahan tidak membebani calon pengantin di luar kemampuan, serta

8 Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, wawancara, 22 Agustus 2026.



mengimbau Generasi Z untuk tidak menunggu kondisi sempurna secara materi
sebelum menikah, melainkan mengutamakan kesiapan mental, tanggung jawab,
dan niat ibadah sebagai syarat utama.

Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian
ini. Di satu sisi, UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP mendorong
pendewasaan usia perkawinan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, dan
UU No. 16 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batas
usia minimal menikah, bahkan berhasil menekan pernikahan dini hingga hampir
tidak ada kasus di Kecamatan Darul Kamal. Namun di sisi lain, realitas sosial
justru menunjukkan penurunan angka pernikahan yang sangat drastis karena
maraknya penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z yang secara usia sudah
jauh melampaui batas minimal, bahkan melampaui rekomendasi usia ideal PUP.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang terjadi bukan lagi
sekadar upaya mempersiapkan diri menuju pernikahan yang berkualitas
sebagaimana diamanatkan UU No. 52 Tahun 2009, melainkan telah bergeser
menjadi fenomena sosial yang lebih kompleks dengan berbagai faktor yang
melatarbelakanginya, serta menimbulkan keresahan nyata di tengah masyarakat
sebagaimana disampaikan tokoh adat setempat.

Persoalan ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak
hukum Islam yang serius. Dalam fikih munakahat, hukum menikah bersifat
kondisional dan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau
haram tergantung kondisi masing-masing individu. Apabila seorang Generasi Z
yang menunda pernikahan sesungguhnya telah berada pada posisi hukum wajib
atau sunnah untuk menikah yakni telah mampu secara finansial dan
dikhawatirkan terjerumus perbuatan yang dilarang syariat maka penundaan yang
ia lakukan menjadi persoalan hukum yang serius dan perlu dikaji secara

mendalam.



Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang luas untuk mengidentifikasi
dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal dalam menunda pernikahan, serta untuk mengkaji
fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia
tentang batas usia ideal perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti
mengangkat judul, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan
Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul
Kamal)".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

permasalahannya Adalah

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam
menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar?

2. Bagaimana fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di
Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menetapkan bahwa

tujuan penelitian Skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi
Z dalam menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar.

2. Untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di

Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan.



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri
beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Gen Z (Studi Kasus
Kecamatan Darul Kamal)” yang akan dibahas secara singkat.

Pertama, Jurnal yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Menunda Menikah pada Dewasa" merupakan karya dari Wulan Zulfitri, Sti
Rahayu Putri Z, dan Desmita. Membahas alasan-alasan utama individu memilih
untuk menunda pernikahan. Sebagaimana di jelaskan oleh mereka Menunda
pernikahan diartikan sebagai keputusan yang disengaja untuk memperlambat
proses membangun hubungan romantis dengan lawan jenis. Penundaan ini
sering mencerminkan kurangnya kesiapan individu, baik secara emosional,
finansial, maupun mental, untuk menikah. Selain itu, faktor lingkungan, seperti
tekanan sosial dan norma budaya, turut memengaruhi keputusan tersebut.’

Kedua, Jurnal yang berjudul “Faktor yang Memengaruhi Fenomena
Menunda Pernikahan pada Generasi Z” yang disusun oleh Herliana Riska dan
Nur Khasanah. Sebagaimana yang di jelaskan dalam jurnalnya yaitu fenomena
menunda pernikahan pada Generasi Z, yang merupakan salah satu tren sosial
yang signifikan saat ini. Berdasarkan survei terhadap 200 responden, penelitian
ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi keputusan menunda
pernikahan, yaitu pendidikan, karier, dan tekanan lingkungan sosial. Mayoritas
responden (64,8%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih menunda

pernikahan hingga mencapai kesuksesan dalam pendidikan atau karier. Hal ini

® Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri, dan Z. Desmita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Menunda Menikah Pada Dewasa," Jurnal Psikologi, Vol. 03, No. 02,2024,



menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung mengutamakan pengembangan diri
sebelum memasuki komitmen pernikahan.!?

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Optimalisasi Program Pendewasaan Usia
Perkawinan” yang disusun oleh I Gede Aryo Mahendra. Sebagaimana yang di
jelaskan dalam jurnalnya upaya optimalisasi program pendewasaan usia
perkawinan yang diterapkan. oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk
menjawab tantangan yang dihadapi dalam menekan angka pernikahan usia dini,
yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk peningkatan
risiko stunting, komplikasi kesehatan ibu, dan tingginya angka kematian bayi.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.'!

Keempat, Jurnal yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Penurunan
Angka Pernikahan di Indonesia” yang di susun oleh Indira Setia Ningtias. Di
dalam jurnalnya membahas fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia
yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti globalisasi, tekanan sosial, meningkatnya angka
perceraian, pandemi COVID-19, implementasi UndangUndang Nomor 16
Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun, serta
fenomena pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Studi i menggunakan
pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan data yang

dikumpulkan dari studi pustaka dan internet. Temuan penelitian menunjukkan

10 Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda
Pernikahan Pada Generasi Z," Indonesian Health Issue, Vol. 2, No. 1, 2019, Diakses melalui
https://doi.org/10.47134/inhis.v2il .44, pada tanggal 6 April 2026.

T Gede Aryo Mahendra, "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal Registratie, Vol. 5, No. 2, 2022, Diakses melalui
https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683, pada tanggal 6 April 2026.
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bahwa perubahan pola pikir generasi muda dan modernisasi turut berkontribusi
pada penurunan angka pernikahan.!?

Kelima, jurnal yang berjudul “Implikasi Penundaan Perkawinan terhadap
Konsentrasi Akademis Mahasiswa” yang disusun oleh Muhammad Igbal Nur
Maulana & Ruston Kumaini. Dalam jurnalnya mereka menjelaskan faktor-faktor
yang menyebabkan penundaan  pernikahan di kalangan mahasiswa dan
dampaknya terhadap konsentrasi akademik. Hasil penelitian mengungkapkan
lima faktor utama yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, yaitu
kesiapan mental, kondisi ekonomi, pendidikan, dukungan keluarga, dan fokus
pada karier. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, di mana mahasiswa
merasa belum mampu memenuhi kebutuhan finansial untuk membangun
keluarga.!3

Keenam, skripsi yang berjudul “Mindset Menunda Menikah (Waithood)
di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga” yang
disusun oleh Bunga Cahyaningsih. Penelitian ini berfokus pada fenomena
waithood, yaitu penundaan pernikahan yang menjadi tren di kalangan
perempuan Generasi Z di wilayah Solo Raya. Beberapa alasan utama perempuan
memilih menunda pernikahan, termasuk kesiapan emosional, kondisi ekonomi,
tekanan sosial, serta aspirasi karier dan pendidikan. Fenomena ini
mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat modern, di mana pernikahan
tidak lagi dianggap sebagai keharusan pada usia muda, tetapi lebih sebagai

keputusan yang memerlukan kesiapan matang.'#

12 Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di
Indonesia,"  Jurnal  Registratie, Vol. 4, No. 2, 2023, Diakses melalui
https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819, pada tanggal 6 April 2026.

13 Muhammad Igbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan
Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus Di STDI Imam Syafi'i
Jember),"  Rayah Al-Islamm, Vol. 8, No. 3, 2024, Diakses  melalui
https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1051, pada tanggal 6 April 2026.

14 Badrul Cahyaningsih, Mindset Menunda Menikah Waithood Di Kalangan Perempuan
Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga Studi Di Wilayah Solo Raya, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
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Ketujuh, jurnal yang berjudul “Analisis Kesiapan Menikah pada
Generasi Z (Studi Naratif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling
Pranikah)” yang disusun oleh Leoni Agustia Pratiwi, Melina Lestari, Inayah,
Fuad Fahmi Firdaus, Nabilla Yulfa Pramadya, Eriyan Tri Syafriza. Mereka
menjelaskan dalam jurnalnya bahwasanya belum siapnya remaja sekarang untuk
menikah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sebagian besar
mahasiswa memiliki tujuan menikah untuk membentuk keluarga yang harmonis
dan meningkatkan praktik ibadah. Namun, pemahaman mereka tentang aspek
teknis dan praktis pernikahan, seperti pengelolaan rumah tangga dan resolusi
konflik, masih terbatas.!>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa
penelitian terdahulu telah membahas penundaan pernikahan dari berbagai sudut
pandang, seperti kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, karier, dan tekanan
sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji
fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal,
dan belum ada yang menganalisisnya secara luas dari perspektif ketentuan
perundang undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan,
khususnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
mengandung konsep usia dewasa perkawinan pada usia 21 tahun, serta Pasal 21
ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyebutkan
tentang usia ideal perkawinan melalui program PUP BKKBN. Penelitian ini
juga memperkaya analisis dengan mengintegrasikan teori kedewasaan atau
kematangan menikah yang mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial, serta
menghadirkan perspektif tokoh adat dan keagamaan setempat melalui
wawancara dengan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, guna menangkap

keresahan dan pandangan kearifan lokal terhadap fenomena penundaan

15 Leoni Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z (Studi
Naratif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Pranikah)," Jurnal llmiah Bening: Belajar
Bimbingan dan Konseling, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 103. Diakses melalui
https://doi.org/10.36709/bening.v8i2.46868, pada tanggal 6 April 2026.
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pernikahan yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan posisi yang berbeda dari
penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi lokasi penelitian, subjek
penelitian, sumber data yang digunakan, maupun perspektif analisis hukum dan
sosial-budaya yang diterapkan.
E. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan
dalam skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Keputusan Menunda Nikah
Keputusan menunda pernikahan adalah pilihan yang diambil secara
sadar oleh seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan dalam waktu
dekat, meskipun secara usia telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada sikap Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal yang memilih menunda pernikahan karena
pertimbangan tertentu, seperti kesiapan finansial, pendidikan, karier, dan
kesiapan mental.
2. Generasi Z
Generasi Z masuk kelompok individu yang lahir dalam rentang waktu
1997 hingga 2012. Generasi ini berkembang di tengah pesatnya kemajuan
teknologi digital, yang membuat mereka sangat akrab dan terhubung dengan
dunia Online. Tidak seperti generasi sebelumnya, Generasi Z telah memiliki
akses terhadap internet dan teknologi sejak usia muda, menjadikan mereka lebih
individualistis dan cepat beradaptasi dengan teknologi. ¢
Generasi Z lahir dan tumbuh dalam kondisi di mana teknologi digital,

internet, dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

16 Shaun Pichler, Chiranjeev Kohli, dan Neil Granitz, "DITTO Untuk Gen Z: Kerangka
Kerja Untuk Memanfaatkan Keunikan Generasi Baru," Business Horizons, Vol. 64, No. 5, 2026,
hlm 93-97.
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kehidupan sehari-hari.!” Karakteristik ini membentuk cara berpikir, gaya hidup,
dan cara pandang Generasi Z yang berbeda secara signifikan dibandingkan
generasi sebelumnya, termasuk dalam hal memandang institusi pernikahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penelitian ini mendefinisikan
Generasi Z sebagai kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997
hingga 2012, yang tumbuh sepenuhnya di era digital sehingga memiliki cara
pandang dan pola pengambilan Keputusan termasuk soal pernikahan yang
berbeda dari generasi sebelumnya. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini
adalah Generasi Z yang telah berusia 19 tahun ke atas, yaitu mereka yang secara
hukum telah memenuhi batas usia minimal perkawinan namun secara sadar
memilih untuk menunda pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal
yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data yang
valid dan terarah secara sistematis dari objek yang dikaji. Ketepatan metode
penelitian yang digunakan akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian
yang diperoleh.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis
digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, serta
melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait fenomena penundaan
pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Dengan
pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesenjangan antara ketentuan

normatif yang diatur dalam undang undang dengan realitas sosial yang

17 Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, "Perubahan
Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital," Jurnal llmiah Bening,
Vol 5,n0.1,2026, hlm 69-87.
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ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dari
dua perspektif sekaligus yaitu perspektif hukum dan perspektif sosial.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Penelitian
ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal guna mengidentifikasi faktor faktor yang
mempengaruhi keputusan menunda pernikahan, serta menganalisis fenomena
tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas
usia ideal perkawinan, meliputi Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7
ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun
2009, dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.

Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
memahami fenomena penundaan pernikahan secara mendalam melalui
eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan persepsi yang dimiliki oleh subjek
penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data
deskriptif yang kaya dan kontekstual, yang tidak dapat diperoleh melalui
pendekatan kuantitatif semata. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik
penelitian yang berfokus pada penggalian alasan-alasan subjektif di balik
fenomena penundaan pernikahan yang bersifat kompleks dan multidimensi.'®

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer
dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam
dengan tiga kelompok narasumber. Kelompok pertama adalah enam belas
informan Generasi Z yang berusia 19 tahun ke atas dan belum menikah di

Kecamatan Darul Kamal dan sekitarnya. Kelompok kedua adalah Kepala KUA

18 A, Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan (Jakarta: Kencana, 2016), him. 328.
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Kecamatan Darul Kamal, selaku pejabat yang berwenang dalam bidang
pencatatan pernikahan dan pelayanan hukum keluarga di wilayah penelitian.
Kelompok ketiga adalah Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, selaku tokoh
adat dan keagamaan yang memiliki otoritas dalam memandang fenomena sosial-
keagamaan di tingkat kemukiman, guna memperkaya analisis dari perspektif
kearifan lokal.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan
penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
khususnya Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 15, buku-buku hukum keluarga Islam dan figih munakahat,
data statistik resmi BPS Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024, data
statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan
sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat
penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian. Pengumpulan
data yang sistematis dan terstruktur melalui instrumen penelitian yang dirancang
dengan = baik akan menghasilkan temuan yang wvalid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat
dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna

memperoleh informasi, pengalaman, dan pandangan yang mendalam mengenai
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fenomena yang ditelitii. '° Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi
instrumen utama pengumpulan data primer karena memungkinkan peneliti
untuk menggali secara langsung perspektif, pengalaman subjektif, dan alasan-
alasan yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial dari sudut pandang
informan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi
terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti
untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan secara fleksibel sesuai dengan
jawaban dan kondisi informan di lapangan. Teknik ini dipilih karena penelitian
ini_bersifat kualitatif fenomenologis yang menghendaki penggalian data yang
kaya, mendalam, dan kontekstual.?®

Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga kelompok informan.
Kelompok pertama adalah enam belas informan Generasi Z yang berusia antara
22-29 tahun dan belum melangsungkan pernikahan meskipun secara usia telah
memenuhi syarat minimal perkawinan. Kelompok kedua adalah Kepala KUA
Kecamatan Darul Kamal, yang diwawancarai untuk mengonfirmasi data statistik
pernikahan dan memberikan pandangan dari perspektif hukum Islam serta
kebijakan kependudukan. Kelompok ketiga adalah Imum Mukim Kecamatan
Darul Kamal, yang diwawancarai untuk memperoleh pandangan dari perspektif
adat dan keagamaan setempat terhadap fenomena penundaan pernikahan,
termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampak sosial-budaya
yang berpotensi ditimbulkan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling,

yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang

19 Tbid., hlm. 372.
20 Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data
Kualitatif: Tahap Pengumpulan," Mitita Jurnal Penelitian, Vol. 1,No. 3 2025, hlm 13.
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ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Merupakan bagian dari Generasi Z, yaitu lahir dalam rentang tahun
1997-2012
2. Berusia minimal 19 tahun atau telah memenuhi batas usia minimal
perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019
3. Berstatus belum menikah pada saat penelitian dilakukan
4. Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara sukarela
5. Berdomisili atau beraktivitas di wilayah Kecamatan Darul Kamal
Proses wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi yang
disepakati bersama informan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih
dahulu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, dan meminta
persetujuan informan untuk merekam percakapan sebagai dokumentasi data.
Setiap sesi wawancara berlangsung rata-rata selama 10-20 menit per informan.
Materi pertanyaan wawancara mencakup pandangan informan tentang makna
pernikahan, faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan menunda
pernikahan, dan pengaruh lingkungan sosial, serta pemahaman dan pandangan
mereka terhadap ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia
ideal perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal
21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.”!
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis dan visual yang
relevan dengan topik penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, studi dokumentasi

tidak berdiri sendiri, melainkan berperan sebagai pelengkap dari metode utama

21 Observasi dan catatan lapangan peneliti, Kecamatan Darul Kamal, Juni—Juli 2026.
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yaitu wawancara, untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks
sosial dan hukum yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.??

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun
data dari berbagai sumber, antara lain data statistik resmi KUA Kecamatan
Darul Kamal tentang jumlah pernikahan per tahun 2020-2025, data BPS
Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024, dokumen peraturan perundang-
undangan yang relevan khususnya UU No. 52 Tahun 2009 dan UU No. 16
Tahun 2019, buku-buku fiqih munakahat, jurnal ilmiah, dan laporan hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena penundaan pernikahan
pada Generasi Z.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan hal yang penting dalam suatu
penelitian guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di
lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga
objektivitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi,
yaitu metode pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik,
dan waktu pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan
terpercaya.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berbeda. Dalam
penelitian ini, data dari enam belas informan Generasi Z dikonfirmasi dengan
data dan pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal sebagai pejabat
resmi yang memiliki otoritas dalam bidang pernikahan di wilayah penelitian,

serta dengan pandangan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal selaku tokoh

22 Abdul Nasir dkk., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," Journal
Of Social Science Research,Vol. 3, No. 5,2024, him 15.
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adat dan keagamaan setempat, dan diperkuat dengan data statistik resmi BPS
dan KUA.
b. Triangulasi Teknik
Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan berbagai metode
pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan
dokumentasi terhadap sumber yang sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat
dikonfirmasi dan diverifikasi melalui pendekatan yang berbeda.
c. Triangulasi Waktu
Validasi data juga dilakukan dengan mengulang proses pengumpulan
data pada waktu atau kondisi yang berbeda, baik melalui wawancara, observasi,
maupun dokumentasi, untuk melihat kestabilan dan konsistensi temuan dari
waktu ke waktu.
6. Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan komprehensif,
peneliti menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan secara
naratif deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dalam
penelitian kualitatif i yang mencakup tiga tahapan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, dan
menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti merangkum hal-hal yang
penting, memfokuskan pada tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah,
serta membuang data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, reduksi data
dilakukan dengan mengategorikan hasil wawancara enam belas informan ke
dalam faktor-faktor penundaan pernikahan yang relevan, serta memilah data
yang berkaitan dengan tinjauan ketentuan perundang-undangan di Indonesia
tentang batas usia ideal perkawinan, meliputi Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun
1974, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009, dan regulasi-regulasi

terkait lainnya.



20

b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan tahapan mengorganisasi informasi yang telah
direduksi agar mempermudah proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian
ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis
berdasarkan kategori faktor-faktor penundaan pernikahan, dilengkapi dengan
kutipan langsung dari hasil wawancara informan sebagai bukti empiris, serta
data statistik resmi dari KUA dan BPS sebagai pendukung analisis.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data, yaitu
merumuskan temuan-temuan utama dari data yang telah dianalisis menjadi
pernyataan yang singkat, padat, namun tetap mengandung makna yang luas.
Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini menjawab secara langsung dua
rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan Generasi Z menunda pernikahan, serta bagaimana
fenomena tersebut ditinjau dari UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. Pedoman penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pedoman
dan referensi sebagai acuan penulisan, yaitu:
Al-Qur’an dan Terjemahannya.
b. Buku-buku hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
f.  Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Revisi 2019.
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g. Buku-buku figih munakahat, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang
berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan fenomena penundaan
pernikahan pada Generasi Z

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan karya

ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4
(empat) bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, ramusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pijakan
penelitian dengan menunjukkan kesenjangan antara ketentuan perundang
undangan tentang batas usia perkawinan dan realitas penundaan pernikahan
Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, dilengkapi dengan tinjauan teori
kedewasaan atau kematangan menikah serta keresahan masyarakat, khususnya
pandangan tokoh adat dan keagamaan setempat, terhadap fenomena tersebut,
sekaligus merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada bab-bab
selanjutnya.

Bab dua membahas landasan teori yang berkaitan dengan pernikahan
dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini menguraikan konsep dan hakikat
pernikahan, status hukum pernikahan dalam Islam, serta ketentuan usia
perkawinan dalam hukum positif Indonesia mencakup batas usia minimal, batas
usia ideal, dan batas usia anak. Landasan teori ini menjadi kerangka acuan yang
digunakan untuk menganalisis data temuan lapangan pada bab selanjutnya.

Bab tiga merupakan hasil penelitian lapangan dan pembahasan. Bab ini
diawali dengan gambaran umum lokasi dan subjek penelitian, dilanjutkan
dengan temuan lapangan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan
Generasi Z menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, dilengkapi dengan
pandangan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal selaku tokoh adat dan

keagamaan setempat, serta analisis atas fenomena tersebut ditinjau dari



22

ketentuan perundang undangan tentang batas usia ideal perkawinan
sebagaimana diuraikan pada bab dua.

Bab empat berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab secara
langsung dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi keputusan Generasi Z menunda pernikahan serta fenomena
tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentang batas usia ideal
perkawinan. Saran ditujukan kepada Generasi Z, orang tua, pemerintah dan

instansi terkait, serta peneliti selanjutnya.



BAB DUA
PERNIKAHAN DALAM HUKUMISLAM, HUKUM POSITIF,
DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN GENERASI Z

A. Konsep Pernikahan dalam Islam dan Hukum Positif
1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari sunnatullah yang telah
Allah tetapkan bagi seluruh makhluk-Nya, sekaligus merupakan sunnah Nabi
Muhammad SAW yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam
pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial biasa, melainkan
sebuah ibadah mulia yang menjadi jalan bagi seorang hamba untuk
menyempurnakan separuh agamanya, menjaga kehormatan diri, dan
membangun generasi yang berkualitas.”?

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nur ayat 32:

Oallab b B et 80 5555 00 O3 T 850 e Gl 10, 1 1,55
e ol B
Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik
laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. 'An-Nur [24]:32).%4
Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab al-nikah yang berarti
penyatuan atau akad. Secara istilah dalam figih Islam, pernikahan adalah akad
yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan
mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sementara

itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

23 Muhammad Ali dan Siti Fatimah, Figih Munakahat, Edisi 9 (Malang: Literasi
Nusantara Abadi Grup, 2025), hlm. 19.
24 QS. An-Nur (24) :32
23
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perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?’

2.

Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang hidup bersama pasangan,

tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih dalam dan. Para ulama merangkum

tujuan pernikahan ke dalam lima hal pokok sebagai berikut.2¢

a.

Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan dan melestarikan keturunan
yang sah. Melalui pernikahan yang sah, anak-anak yang lahir memiliki
status hukum yang jelas di hadapan agama, negara, dan masyarakat.
Pernikahan menjadi jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan
biologis. Islam mengakui bahwa kebutuhan biologis adalah fitrah
manusia yang tidak bisa diabaikan. Daripada disalurkan melalui cara
yang dilarang agama, islam menyediakan jalan yang terhormat melalui
pernikahan dan mendapatkan pahala.

Pernikahan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama.
Salah satu hikmah terbesar pernikahan adalah melindungi seseorang dari
godaan perbuatan zina dan hal-hal yang merusak kehormatan. Inilah
mengapa rasulullah saw sangat menganjurkan pemuda yang sudah
mampu untuk segera menikah.

Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang nyata dalam diri
seseorang. Seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah yang halal
untuk istri dan anak-anaknya, sementara seorang istri bertanggung jawab
menjaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pernikahan bertujuan membangun keluarga dan masyarakat yang

tenteram. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan

Pasal 1.

25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

26 Muhammad Ali dan Siti Fatimah, Figih Munakahat, hlm. 21.
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komitmen yang kuat akan menjadi fondasi masyarakat yang sehat dan

harmonis.

Tujuan pernikahan dalam Islam ini sejalan dengan hukum positif
Indonesia. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pernikahan bukan
sekadar urusan pribadi dua orang, tetapi memiliki dampak besar bagi kehidupan
keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan
Agar pernikahan sah secara hukum Islam, terdapat rukun dan syarat yang

wajib dipenuhi. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam akad
pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk
menentukan sah atau tidaknya setiap rukun tersebut.?’

Rukun Nikah dalam Islam ada lima, yaitu sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki dan Perempuan, tidak ada halangan syariat
untuk menikah, artinya keduanya tidak memiliki hubungan mahram satu
sama lain. Hubungan mahram misalnya saudara kandung, atau saudara
sepersusuan, yang dilarang menikah dalam Islam.

b. Wali nikah, Wali adalah pihak yang menikahkan mempelai perempuan
biasanya ayah kandung, atau jika tidak ada maka kakek, saudara laki-
laki, paman, dan seterusnya sesuai urutan dalam fiqgih.

c. Dua orang saksi, Saksi wajib hadir langsung pada saat akad berlangsung
dan menyaksikan pengucapan ijab dan Kabul, Saksi harus laki-laki,

beragama Islam, dan berakal sehat.

27 Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti,
Hanifah Hafshoh, dan Wismanto, “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah
Mawaddah dan Rahmah,” Ikhlas: Jurnal llmiah Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2025: hlm
1150, Diakses melalui https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292, pada tanggal 19 Juni 2026.
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d. Tjab, Ijab adalah ucapan penyerahan dari pihak wali perempuan kepada
mempelai laki-laki. Contohnya: Aku nikahkan engkau dengan putriku
dengan mahar sekian.

e. Kabul, Kabul adalah jawaban penerimaan dari mempelai laki-laki atas
jjab yang diucapkan wali. Contohnya: Aku terima nikahnya dengan
mabhar tersebut. [jab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis waktu
dan tempat yang sama dan tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang di
antara keduanya.

Terpenuhinya seluruh rukun dan syarat ini menjadi penentu sah atau
tidaknya sebuah pernikahan secara hukum Islam. Apabila salah satu rukun tidak
terpenuhi atau salah satu syarat dilanggar, maka pernikahan tersebut dianggap
batal atau tidak sah. Pemahaman terhadap rukun dan syarat pernikahan ini
penting sebagai landasan awal sebelum seseorang memutuskan untuk menikah,
sehingga pernikahan yang dilangsungkan benar-benar sah, berkah, dan diridai
Allah SWT.'°

B. Hukum Menikah dalam Islam
Pernikahan pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang bersifat

kondisional, artinya hukum menikah tidak bersifat tunggal dan mutlak,
melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang yang
akan melangsungkan pernikahan. Para ulama fikih telah menetapkan bahwa
hukum asal menikah adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah
menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi masing-
masing individu. Penetapan hukum yang bersifat kondisional ini didasarkan
pada prinsip bahwa Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan
kemudharatan dalam setiap ketentuan hukumnya.

Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Sementara itu, sebagian ulama
Malikiyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah

sunnah bagi orang yang mampu dan memiliki syahwat. Perbedaan pendapat ini
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pada dasarnya tidak saling bertentangan, karena keduanya sama-sama
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang sebagai dasar penetapan
hukum. *8 Berikut adalah uraian lengkap mengenai hukum menikah beserta
kondisi dan dalilnya:
1. Hukum Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memenuhi dua syarat
sekaligus, yaitu pertama, ia telah mampu secara lahir dan batin, baik dari sisi
finansial, fisik, maupun mental untuk membangun rumah tangga. Kedua, ia
sangat mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina
apabila tidak segera menikah. Dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi
kewajiban yang tidak boleh ditunda, karena menghindari kemudharatan yang
lebih besar yaitu zina merupakan prioritas utama dalam syariat Islam.

Dasar hukum kewajiban menikah ini merujuk pada firman Allah SWT
dalam QS. al-Nur ayat 33:
Artinya : “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga
kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya”. (QS. An-Nur [24]:33).>°

Ayat ini menunjukkan bahwa bagi yang telah mampu dan dikhawatirkan
terjerumus dosa, perintah untuk menikah bersifat mengikat. Imam Ibnu
Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa apabila seseorang telah
memiliki kemampuan dan sangat takut terjerumus zina, maka menikah menjadi
wajib baginya karena menjaga diri dari keharaman adalah kewajiban, dan jalan
untuk menjaganya adalah dengan menikah.

Dalam penelitian ini, apabila seorang Generasi Z yang menunda
pernikahan ternyata berada dalam kondisi di mana nafsunya sudah sangat kuat

dan dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina, maka penundaan pernikahan yang

28 Ahmad Bustomi, Figih Munakahat,Edisi 9 (Bandung: Harfa Creative, 2023), him 23.
29 QS. An-Nur (24) :32
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ia lakukan secara hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
tidak dibenarkan, karena ia sedang menunda sesuatu yang sesungguhnya wajib
baginya.
2. Hukum Sunnah
Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin
melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani,
rohani, mental maupun meteriil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun

dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasullullah SAW:

< -
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“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk

menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga

pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan

barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu
menjadi penjaga baginya”. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini secara tegas menganjurkan pernikahan bagi yang telah mampu.
Para ulama memahami perintah dalam hadis ini bersifat anjuran/sunnah, bukan
kewajiban mutlak, selama belum ada kekhawatiran terjerumus zina. Mayoritas
ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Malikiyah, dan Abu Hanifah
berpendapat bahwa bagi orang yang mampu namun tidak mengkhawatirkan
dirinya terjerumus dosa, menikah hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang
sangat dianjurkan.

Dalam penelitian ini, sebagian Generasi Z yang menunda pernikahan
karena ingin menyelesaikan pendidikan atau membangun karier, sementara
mereka masih mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, berada dalam
kondisi yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai sunnah untuk menikah.
Penundaan yang mereka lakukan tidak serta merta menjadi masalah hukum,
selama penundaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tidak disertai

perilaku yang bertentangan dengan syariat.
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3. Hukum Mubah

Menikah menjadi mubah boleh, tidak mengapa dilakukan maupun
ditinggalkan bagi seseorang yang belum memiliki kebutuhan mendesak untuk
menikah, tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus perbuatan dosa, dan belum
memiliki kesiapan yang memadai. Dalam kondisi ini, seseorang diperbolehkan
untuk menunda pernikahan tanpa mendapatkan dosa, sekaligus tidak
mendapatkan pahala khusus apabila menikah.

Imam al-Ghazali dalam kitab lhya Ulumuddin menjelaskan bahwa
seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak
mengkhawatirkan dirinya, boleh memilih antara menikah atau tidak menikah
sesuai dengan pertimbangannya, selama keputusan tersebut tidak menimbulkan
kemudharatan. Kondisi mubah ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan
sebagian Generasi Z yang menunda pernikahan karena pertimbangan kesiapan
finansial yang belum stabil, di mana mereka tidak memiliki kekhawatiran
terhadap perbuatan dosa namun belum memiliki kemampuan yang memadai
untuk menaftkahi rumah tangga.

Dalam perspektif analisis hukum penelitian ini, Generasi Z yang
menunda pernikahan semata-mata karena belum siap secara finansial dan
mental, tanpa ada risiko terjerumus perbuatan yang dilarang syariat, dapat
dikategorikan berada pada posisi hukum mubah. Penundaan mereka tidak
menimbulkan masalah hukum selama tidak berlarut-larut tanpa batas waktu
yang jelas.

4. Hukum Makruh

Menikah menjadi makruh bagi seseorang yang belum memiliki
kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, baik dari
sisi nafkah, tanggung jawab, maupun kesiapan mental, meskipun tidak sampai
pada kondisi yang benar benar tidak mampu sama sekali. Dalam kondisi ini,

menikah tidak diharamkan, namun lebih baik ditunda hingga kesiapan tersebut
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terpenuhi, karena dikhawatirkan pernikahan yang dipaksakan justru akan
menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' menjelaskan bahwa hukum makruh
menikah berlaku bagi orang yang tidak memiliki kemampuan menafkahi, di
mana pernikahan yang dipaksakan dalam kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan kezaliman terhadap pasangan. Hal ini didasarkan pada prinsip
bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana
firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

S gaally 5258 B35 5 J3d e
Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan
cara yang patut.” (QS. al-Bagarah [2]: 233).3¢

Dalam penelitian ini, kondisi makruh sangat relevan dengan situasi
sebagian besar informan Generasi Z yang diteliti. Informan yang menyatakan
bahwa penghasilannya masih belum stabil, masih bergantung kepada orang tua,
atau bahkan belum memiliki pekerjaan tetap, berada dalam kondisi yang
menjadikan pernikahan berhukum makruh bagi mereka. Penundaan pernikahan
yang mereka lakukan dalam kondisi ini justru lebih sesuai dengan prinsip
syariat, karena menikah dalam kondisi belum mampu menafkahi berpotensi
menimbulkan mudarat bagi pasangan.

5. Hukum Haram

Menikah menjadi haram apabila seseorang memiliki niat yang buruk
dalam melangsungkan pernikahan, seperti berniat untuk menyakiti, mendzalimi,
atau merugikan salah satu pihak, baik secara fisik, psikis, maupun finansial.
Selain itu, menikah juga menjadi haram apabila dilakukan dengan seseorang
yang termasuk mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi, atau apabila
pernikahan tersebut jelas-jelas akan menimbulkan mudarat yang besar bagi salah

satu pihak.

30 QS. An-Nur (2) :233
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Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa menikah
haram hukumnya apabila seseorang sudah mengetahui dengan pasti bahwa
dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam
pernikahan, sehingga pernikahan tersebut pasti akan menimbulkan kezaliman
dan kemudharatan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

e Yy 550
“Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain”.>!

Dalam penelitian ini, kondisi haram tidak ditemukan secara langsung
pada informan yang diteliti, karena penundaan pernikahan yang mereka lakukan
didasarkan pada pertimbangan kesiapan, bukan niat untuk menyakiti atau
merugikan pihak lain namun demikian, pemahaman tentang kondisi haram ini
penting sebagai pembatas agar penundaan pernikahan tidak dijadikan alasan
untuk menghindari pernikahan selamanya tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

C. Ketentuan Usia Perkawinan

Hukum positif Indonesia mengatur tentang usia perkawinan melalui
beberapa instrumen perundang-undangan yang saling melengkapi. Regulasi-
regulasi tersebut tidak hanya menetapkan batas usia minimal yang bersifat
administratif, tetapi juga merumuskan konsep usia ideal yang mencerminkan
kesiapan komprehensif seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan.
Secara umum, ketentuan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat
dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu batas usia minimal dan batas usia
ideal.

1. Batas Usia Minimal Perkawinan
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Regulasi pertama yang mengatur batas usia minimal perkawinan di

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

31 HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu M4jah dalam Kitab Al-Ahkdm, Bab Man bana
bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No. 2341. At-Thabrani dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jabir al-
Ja’fi dari Ikrfimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu.
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Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 tahun. Penetapan batas usia ini merupakan yang
pertama kali diatur secara formal dalam hukum positif Indonesia, dengan tujuan
untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pernikahan yang dilakukan
terlalu dini tanpa pertimbangan kematangan usia.>?

Selain ketentuan batas usia minimal dalam Pasal 7 ayat (1), UU No. 1
Tahun 1974 juga mengandung konsep usia dewasa dalam konteks perkawinan
melalui Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan
perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua orang tua.’3

Ketentuan ini sangat penting untuk dipahami secara mendalam karena
mengandung konsep usia dewasa perkawinan secara implisit dalam hukum
positif Indonesia. Apabila seseorang yang belum mencapai 21 tahun masih
memerlukan izin orang tua untuk menikah, maka hal ini mengandung makna
bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ke atas dipandang telah
memiliki kematangan dan kemandirian yang cukup untuk mengambil keputusan
menikah secara mandiri tanpa memerlukan izin dari pthak manapun.

Dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan
bahwa usia 21 tahun merupakan batas usia kedewasaan penuh dalam konteks
perkawinan sebuah konsep vyang kemudian diperkuat oleh program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui UU No. 52 Tahun 2009, yang
menyebut usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun. Kesesuaian
antara kedua regulasi ini menunjukkan adanya konsisten dalam hukum positif

Indonesia mengenai usia ideal perkawinan, yaitu bahwa 21 tahun merupakan

32 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 7 ayat (1).

33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 6 ayat (2).
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usia yang dipandang cukup matang secara hukum untuk membuat keputusan
perkawinan secara mandiri dan bertanggung jawab.3*
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pembaruan
penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini
menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 tahun. Perubahan mendasar yang dibawa undang-undang ini
adalah penyamaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan, yang
sebelumnya berbeda 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.?>

Ketentuan ini lahir dengan beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan
perlindungan yang lebih kuat terhadap anak perempuan dari risiko pernikahan
dini yang berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan
kesejahteraan jiwa. Kedua, mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum
perkawinan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
penundaan usia pernikahan agar seseorang memiliki kesiapan yang lebih baik.
Keempat, mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah sebagai tujuan mulia perkawinan dalam Islam.3°

Bagi yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, UU No. 16 Tahun
2019 mengamanatkan perlunya mengajukan permohonan dispensasi kawin
kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri
bagi non-Muslim. Sejak berlakunya undang-undang ini, kasus permohonan

dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal bahkan mendekati tidak ada kasus,

34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 21 ayat (1) huruf
a.

35 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

36 Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Al-Syari‘ah," Jurnal llmiah Pendidikan Islam, Vol. 5, No.
2,2021,him 15.
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yang menunjukkan keberhasilan undang-undang ini dalam mencegah
pernikahan dini di wilayah tersebut.3’
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain UU Perkawinan, bagi umat Islam di Indonesia berlaku pula
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 15 ayat (1) KHI
menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 19 tahun bagi
laki-laki dan perempuan setelah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019.
Penetapan batas usia ini dalam KHI dilandasi pertimbangan kemaslahatan
keluarga, yaitu agar pasangan yang menikah benar-benar dalam kondisi yang
siap dan matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.3?

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) huruf ¢ undang-
undang ini secara tegas mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya
pernikahan pada usia anak.>’

Regulasi ini memberikan perspektif yang penting dalam memahami
batas usia perkawinan, yaitu bahwa seseorang yang telah berusia 18 tahun ke
atas secara hukum sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki
kapasitas hukum penuh. Dalam konteks penelitian ini, seluruh informan
Generasi Z yang berusia 22-29 tahun telah jauh melampaui batas usia anak
menurut undang-undang ini, sehingga fenomena penundaan pernikahan yang

terjadi sama sekali bukan berkaitan dengan perlindungan anak dari pernikahan

37 Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 July 2026

38 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

39 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) hurufc.
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dini, melainkan merupakan pilihan sadar dari orang-orang dewasa yang secara
hukum memiliki kapasitas penuh.
2. Batas Usia Ideal Perkawinan

Selain batas usia minimal yang bersifat administratif dan wajib dipenuhi,
hukum positif Indonesia juga mengenal konsep batas usia ideal yang merupakan
rekomendasi usia terbaik untuk menikah berdasarkan pertimbangan kesiapan
fisik, mental, sosial-ekonomi, dan kesehatan reproduksi.

a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Program PUP BKKBN
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Pasal 21 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan bahwa
kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau
pasangan suami istri dalam mengambil keputusan tentang usia ideal perkawinan,
usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan
penyuluhan kesehatan reproduksi. Program ini diimplementasikan oleh Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku lembaga
yang diamanatkan menjalankannya.4°

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo secara resmi menyatakan bahwa usia
ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21
tahun. Sebagaimana beliau tegaskan: Nikah ideal adalah perempuan 21 tahun
dan laki-laki 25 tahun, ini kampanyenya BKKBN supaya keluarga itu dewasa.*!
Rekomendasi usia ideal ini bukan sekadar tentang legalitas, melainkan tentang

kesiapan yang komprehensif meliputi:

40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 24.

41 BKKBN, "Usia  Ideal = Menikah," Antara  News, diakses dari
https://www. antaranews. com/berita/3684639/bkkbn—umur—ideal -menikah—lelaki-25-
tahun—dan—perempuan—21-tahun.



https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun
https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun
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1) Kesiapan fisik dan biologis kematangan organ reproduksi yang
meminimalisir risiko kesehatan ibu dan anak
2) Kesiapan mental dan emosional kedewasaan dalam menghadapi
dinamika dan tanggung jawab rumah tangga
3) Kesiapan sosial-ekonomi kemampuan finansial yang memadai untuk
menopang kehidupan keluarga
4) Kesiapan pendidikan dan keterampilan bekal pengetahuan yang cukup
untuk mendidik anak dan mengelola keluarga
5) Kesiapan keyakinan dan agama pemahaman nilai-nilai agama dalam
membina keluarga yang berkualitas.*?

Program PUP menegaskan perbedaan yang sangat penting antara bisa
menikah secara hukum usia 19 tahun menurut UU No. 16/2019 dengan siap
menikah secara ideal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki
menurut rekomendasi BKKBN. Seseorang yang telah memenuhi syarat
administratif belum tentu telah  memenuhi = standar kesiapan ideal yang
direkomendasikan.3

Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009 juga mengamanatkan kebijakan
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Ketentuan ini menghendaki agar pendewasaan usia perkawinan
merupakan fase persiapan yang terukur dan terarah menuju terbentuknya
keluarga yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan dan ketahanan

nasional, bukan penundaan pernikahan tanpa batas waktu yang jelas.**

42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 24.
1t BKKBN, "Pendewasaan Usia  Perkawinan Bagi Remaja," diakses dari
https://kampungkb. kemendukbangga. go. id/kampung/51600/intervensi/2370281/pende
wasaan—usia—-perkawinan—bagi-rema ja.

43 BKKBN, "Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja," diakses dan
https://kampungkb. kemendukbangga. go. id/kampung/51600/intervensi/2370281/pende
wasaan—usia—-perkawinan—bagi-remaja.

44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 48 ayat (1).



https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja
https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja
https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja
https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja
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3. Perbandingan Batas Usia Minimal dan Usia Ideal dalam Hukum Positif

Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan perbandingan mengenai
berbagai regulasi yang mengatur batas usia perkawinan di Indonesia secara
naratif sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui
Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk menikah, yang mengandung
makna bahwa usia 21 tahun merupakan batas kedewasaan penuh dalam konteks
perkawinan. Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui Pasal 7
ayat (1) menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan
perempuan sebagai syarat administratif yang bersifat wajib dipenuhi dan berlaku
hingga saat ini. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 ayat (1)
mengacu pada ketentuan UU Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan
keluarga. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui Pasal 1 ayat
(1) menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
sehingga seseorang yang telah berusia 18 tahun ke atas telah berstatus dewasa
penuh secara hukum. Kelima, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 melalui
Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan satu-satunya regulasi yang menyebutkan
istilah usia ideal perkawinan, yang diimplementasikan oleh BKKBN melalui
program PUP dengan merekomendasikan usia ideal 21 tahun bagi perempuan
dan 25 tahun bagi laki-laki sebagaiusia terbaik untuk membentuk keluarga yang

berkualitas.*’

45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2);
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1); Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
Pasal 1 ayat (1); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 21 ayat (1)
hurufa.
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Dari kelima regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif
Indonesia membedakan secara tegas antara batas usia minimal yang bersifat
wajib dipenuhi sebagai syarat administratif, batas usia dewasa yang
mengandung makna kemandirian hukum dalam perkawinan, dan batas usia ideal
yang merupakan rekomendasi untuk kesiapan terbaik sebelum menikah.
Perbedaan ini menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini untuk
mengkaji fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul
Kamal, yang seluruhnya telah melampaui batas minimal maupun batas usia
dewasa, mamun sebagian masih berada dalam rentang usia ideal yang
direckomendasikan, dan sebagian lainnya bahkan telah melampaui usia ideal

tersebut namun tetap memilih menunda pernikahan.



BAB TIGA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
MENUNDA PERNIKAHAN PADA GENERASI Z DAN
RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Gambaran umum Kecamatan Darul Kamal
1. Letak Geografis Kecamatan Darul Kamal
Kecamatan Darul Kamal merupakan salah satu kecamatan yang berada
di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Secara geografis, Kecamatan
Darul Kamal berbatasan langsung dengan Kecamatan Darul Imarah di sebelah
utara, Kecamatan Leupung di sebelah selatan, Kecamatan Darul Imarah di
sebelah barat, serta Kecamatan Simpang Tiga di sebelah timur. Kecamatan
Darul Kamal terletak di kawasan bukan pesisir dan tidak berbatasan langsung
dengan laut.
Kecamatan Darul Kamal memiliki luas wilayah sekitar 23,05 Km? (2.305
Ha) yang terdiri atas 2 mukim dan 14 gampong. Mukim Biluy merupakan
mukim terluas dengan luas wilayah sebesar 16,24 Km?, sementara Mukim
Lamkunyet memiliki luas wilayah terkecil yaitu 6,81 Km?. Adapun 14 gampong
yang berada di wilayah Kecamatan Darul Kamal adalah: Lambaro Biluy,
Empetring, Biluy, Lamsod, Manee Dayah, Lamtadok, Lamkunyet, Lhang,
Lambatee, Turam, Blang Kiree, Teubalui, Neusok, dan Lam Bleut. Dari 14
gampong tersebut, Gampong Lambaro Biluy -merupakan gampong terluas
dengan luas wilayah 761 Ha, sedangkan Gampong Empetring merupakan
gampong terkecil dengan luas hanya 15 Ha.
2. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Aceh Besar tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Darul Kamal tercatat
sebanyak 9.132 jiwa, yang terdiri dari 4.523 jiwa laki-laki dan 4.609 jiwa

perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) Kecamatan Darul Kamal adalah
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sebesar 98, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-
laki. Kepadatan penduduk Kecamatan Darul Kamal adalah sebesar 396 jiwa per
Km?. Gampong dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Gampong Lhang
dengan 1.354 jiwa, sedangkan gampong dengan penduduk paling sedikit adalah
Gampong Manee Dayah dengan 339 jiwa.

Dari sisi pendidikan, Kecamatan. Darul Kamal memiliki sarana
pendidikan yang cukup memadai, meliputi 1 gedung Taman Kanak-Kanak (TK),
1 Raudatul Athfal (RA), 3 Sekolah Dasar (SD), | Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2
Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ketersediaan fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi
masyarakat Darul Kamal sudah cukup terjangkau, meskipun untuk pendidikan
tinggi masyarakat masih harus keluar dari wilayah kecamatan.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Darul Kamal didominasi oleh
sektor pertanian, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan
pertanian. Di samping itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan wiraswasta.

3. Profil Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal

Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1997
hingga 2012. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Darul Kamal tahun
2023, jumlah penduduk usia 10-24 tahun yang merepresentasikan kelompok
Gen Z di wilayah ini cukup signifikan dari total 9.132 jiwa penduduk.
Kelompok usia muda ini menjadi segmen penduduk yang paling relevan dengan
fenomena penundaan pernikahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Secara sosial, Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal tumbuh dalam
lingkungan yang terus mengalami perubahan, baik dari sisi akses informasi
melalui teknologi digital, peningkatan kesadaran pendidikan, maupun pengaruh
nilai-nilai modern. Sebagian besar dari mereka melanjutkan pendidikan ke

jenjang SMA/SMK atau perguruan tinggi di luar kecamatan. Kondisi ini turut
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membentuk cara pandang dan orientasi haidup mereka yang berbeda dari
generasi sebelumnya, termasuk dalam hal pandangan terhadap pernikahan.

Berdasarkan  pengamatan  awal  peneliti, ditemukan  adanya
kecenderungan di kalangan Generasi Z Kecamatan Darul Kamal untuk menunda
pernikahan meskipun secara usia telah memenuhi ketentuan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19
tahun. Fenomena ini menjadi latar belakang utama dilaksanakannya penelitian
ini dan akan dianalisis lebih mendalam pada sub bab selanjutnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Generasi Z
1. Pengertian dan Karakteristik Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang
tahun 1997 hingga 2012. Menurut Pichler, Kohli, dan Granitz, Generasi Z
merupakan generasi pertama yang tumbuh dan berkembang sepenuhnya di era
digital, sehingga mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda
dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. “® Jika Generasi Milenial masih
mengalami masa transisi dari dunia analog ke digital, maka Generasi Z lahir
langsung ke dunia yang sudah terkoneksi secara digital, menjadikan teknologi
bukan sekadar alat bantu melainkan bagian integral dari identitas dan cara hidup
mereka.

Generasi Z memiliki sejumlah  karakteristik yang khas dan
membedakannya dari generasi sebelumnya. Menurut Sirajul Fuad Zis,
Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, Generasi Z merupakan generasi
yang tumbuh bersamaan dengan berkembangnya platform media sosial seperti
Instagram, TikTok, YouTube, dan X sebelumnya Twitter, yang secara masif

membentuk pola komunikasi, pola pikir, dan gaya hidup mereka. Beberapa

46 Shaun Pichler, Chiranjeev Kohli, dan Neil Granitz, "DITTO Untuk Gen Z: Kerangka
Kerja Untuk Memanfaatkan Keunikan Generasi Baru," Business Horizons, Vol. 64, No. 5, 2026,
hlm 93-97.
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karakteristik utama Generasi Z yang relevan dengan penelitian ini antara lain
sebagai berikut:

Pertama, Generasi Z adalah generasi yang sangat melek teknologi dan
informasi. Mereka terbiasa mengakses informasi secara cepat dan luas melalui
internet, sehingga memiliki wawasan yang lebih luas namun juga lebih selektif
dalam memilih dan memproses informasi. Karakteristik ini turut mempengaruhi
cara pandang mereka terhadap pernikahan, di mana mereka memiliki akses yang
sangat mudah terhadap berbagai informasi mengenai kehidupan rumah tangga,
kasus perceraian, KDRT, dan berbagai fenomena pernikahan lainnya yang
beredar di media sosial.*’

Kedua, Generasi Z cenderung lebih individualistis dan berorientasi pada
pengembangan diri. Mereka memiliki kecenderungan yang kuat untuk mencapai
kemandirian, baik secara finansial maupun emosional, sebelum mengikatkan
diri dalam komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Hal ini tercermin dari
temuan penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan
Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal menyatakan keinginan untuk mandiri
secara finansial dan profesional sebelum mempertimbangkan pernikahan.*3

Ketiga, Generasi Z memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis dan
selektif dalam mengambil keputusan besar dalam hidupnya, termasuk keputusan
menikah. Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung menikah di usia
muda karena tekanan sosial dan budaya, Generasi Z lebih mempertimbangkan
berbagai aspek kesiapan secara mendalam sebelum mengambil keputusan untuk
menikah. Mereka tidak ingin terburu-buru menikah hanya karena tekanan

lingkungan atau tren sosial.#®

47 Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X
Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 5,
No. 1,2024, hlm 185.

48 Leoni Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z," Jurnal
Ilmiah Bening, Vol. 8, No. 2,2022, hlm 103.

4% Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri, dan Z. Desmita, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Menunda Menikah Pada Dewasa,: Jurnal Psikologi, Vol. 3, No. 02,2024, him 24
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Keempat, Generasi Z sangat terpengaruh oleh konten media sosial dalam
membentuk persepsi dan pandangannya terhadap berbagai aspek kehidupan,
termasuk pernikahan. Konten yang menampilkan kehidupan keluarga yang
harmonis di satu sisi, dan pemberitaan kasus perceraian serta KDRT di sisi lain,
turut membentuk cara pandang yang kompleks dan hati-hati terhadap institusi
pernikahan di kalangan Generasi Z.

Kelima, Generasi Z memiliki orientasi pendidikan dan karier yang kuat.
Meningkatnya akses terhadap pendidikan tinggi dan kesempatan kerja yang
lebih luas mendorong Generasi Z untuk memprioritaskan pencapaian akademis
dan profesional sebelum menikah. Mereka memandang kemandirian ekonomi
sebagai prasyarat penting sebelum membentuk rumah tangga, yang berbeda dari
paradigma generasi sebelumnya yang lebih menerima menikah dalam kondisi
finansial yang belum mapan.>°

2. Profil Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal

Berdasarkan data BPS Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024,
jumlah penduduk Kecamatan Darul Kamal tercatat sebanyak 9.132 jiwa yang
tersebar di 14 gampong. Dari jumlah tersebut, kelompok usia muda yang
merepresentasikan Generasi Z yakni usia 14-29 tahun merupakan segmen
penduduk yang cukup signifikan dari total populasi.’!

Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal tumbuh dalam lingkungan yang
terus mengalami perubahan, baik dari sisi akses informasi melalui teknologi
digital, peningkatan kesadaran pendidikan, maupun pengaruh nilai-nilai modern
yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar dari mereka melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMA/SMK atau perguruan tinggi di luar kecamatan,

bahkan sebagian merantau ke kota untuk bekerja. Kondisi ini turut membentuk

50 Indira Setia Ningtias, Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di
Indonesia, Jurnal Registratie Vol. 4, No. 2,2023, him 87.

5 BPS Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024 (Aceh
Besar: BPS, 2024), hIm 28.
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cara pandang dan hidup mereka yang berbeda dari generasi sebelumnya di Darul
Kamal, termasuk dalam hal pandangan terhadap pernikahan.>?

Berdasarkan data statistik resmi KUA Kecamatan Darul Kamal, angka
pernikahan di wilayah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam
lima tahun terakhir, yaitu dari 64 pasangan pada tahun 2021 menjadi hanya 19
pasangan pada tahun 2025 penurunan sebesar 70,3%. Kepala KUA Kecamatan
Darul Kamal, mengonfirmasi bahwa fenomena Generasi Z yang menunda
pernikahan merupakan faktor dominan di balik penurunan angka tersebut, di
mana pemuda usia 22-29 tahun di wilayah ini cenderung belum mau menikah
meskipun sudah memenuhi syarat usia minimal perkawinan secara hukum.*3

Kondisi ini menunjukkan bahwa Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal
memiliki karakteristik yang tidak berbeda jauh dengan gambaran Generasi Z
secara nasional yaitu generasi yang lebih selektif, lebih berhati-hati, dan lebih
mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan sebelum memutuskan untuk
menikah. Fenomena ini menjadi latar belakang wutama dilaksanakannya
penelitian ini dan akan dianalisis lebth mendalam pada sub bab selanjutnya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Generasi Z

Menunda Pernikahan di Kecamatan Darul Kamal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam
terhadap enam belas informan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, serta
konfirmasi dari Kepala KUA dan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal,
ditemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan Generasi Z
dalam menunda pernikahan. Sebelum menguraikan faktor-faktor tersebut, perlu
ditegaskan terlebih dahulu bahwa data statistik resmi KUA Kecamatan Darul
Kamal menunjukkan penurunan angka pernikahan yang sangat signifikan dalam
lima tahun terakhir, yaitu dari 64 pasangan pada tahun 2021 menjadi hanya 19

pasangan pada tahun 2025, atau turun sebesar 70,3%. Penurunan ini merupakan

52 Observasi awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, 2026.
33 Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 July 2026
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bukti empiris yang mengonfirmasi bahwa fenomena penundaan pernikahan di
kalangan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal adalah fenomena nyata yang
dapat dipertanggungjawabkan secara data.>*

Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal secara resmi mengonfirmasi
bahwa fenomena Generasi Z yang. menunda pernikahan merupakan faktor
dominan di balik penurunan angka tersebut, dan menegaskan bahwa fenomena
yang terjadi di Darul Kamal saat ini bukan lagi marak pernikahan dini,
melainkan justru maraknya penundaan pernikahan di mana pemuda usia 22-29
tahun yang belum mau menikah. Faktor-faktor penundaan pernikahan tersebut
dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok utama sebagai berikut:

1. Faktor Finansial dan Ekonomi

Ekonomi yang kita pahami bukan hanya sebagai studi mengenai
pengelolaan uang, tetapi juga sebagai keterampilan hidup dalam mengatur
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan rumah
tangga. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi menjadi salah satu syarat penting
yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah.

Faktor finansial dan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan
dan paling banyak disebutkan oleh informan dalam penelitian ini. Dari enam
belas informan yang diwawancarai, sebelas di antaranya menyatakan bahwa
ketidaksiapan atau pertimbangan finansial menjadi alasan utama dalam
menunda pernikahan. Temuan i juga dikonfirmasi oleh Kepala KUA yang
menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan kemandirian finansial merupakan
faktor pertama yang paling sering dikemukakan oleh pemuda-pemudi di Darul
Kamal yang belum menikah, ditambah dengan besarnya biaya adat dan mahar

emas mayam yang menjadi standar sosial di Aceh.>>

54 Data Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.
35 Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026
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Informan M.H.K (22 tahun) mengungkapkan bahwa pernikahan
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari mahar berupa emas yang
harganya terus meningkat, hingga kebutuhan hidup setelah menikah yang harus
ditanggung bersama. la menegaskan bahwa cinta saja tidak cukup untuk
menopang kehidupan rumah tangga tanpa dukungan finansial yang memadai.>®
Senada dengan itu, informan R.A (23 tahun)secara jujur mengungkapkan bahwa
penghasilannya saat ini masih berada di bawah Upah Minimum Regional
(UMR), sehingga belum merasa mampu untuk menanggung kebutuhan istri dan
anak apabila memaksakan diri untuk menikah dalam waktu dekat.>’

Informan M.I (25 tahun) menambahkan bahwa kesiapan finansial bukan
hanya soal kemampuan membiayai prosesi pernikahan, melainkan juga
menyangkut perencanaan ekonomi jangka panjang pasca menikah, termasuk
investasi untuk masa depan keluarga. Menurutnya, menikah tanpa perencanaan
ekonomi yang matang berpotensi menghancurkan rumah tangga itu sendiri.’®
Pandangan ini juga diperkuat oleh informan A (24 tahun) yang mengaitkan
ketidakstabilan ekonomi secara langsung dengan tingginya risiko perceraian
yang banyak terjadi di masyarakat.>®

Informan M.R.A (24 tahun) yang saat ini masih dalam kondisi belum
bekerja mengungkapkan bahwa biaya mahar berupa emas yang sangat mahal,
ditambah dengan tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari, menjadikan
kondisi finansialnya belum memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan

meskipun ia telah memiliki calon pasangan. °© Informan F (24 tahun)

56 Wawancara dengan M.H.K (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 22 Juni 2026,
Pukul 17:00 WIB.

57 Wawancara dengan R.A (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 2 Juli 2026, Pukul
09:30 WIB.

58 Wawancara dengan M.I (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul
16:50 WIB.

39 Wawancara dengan A (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul
10:15 WIB.

60 Wawancara dengan M.R.A (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 2 Juli 2026,
Pukul 11:30 WIB.
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memberikan perspektif yang lebih dalam dengan menyoroti aspek moral dari
ketidaksiapan finansial, bahwa menikah dengan modal nekat tanpa kemampuan
finansial yang memadai berarti membawa seorang perempuan dari kehidupan
yang layak ke kehidupan yang serba kekurangan.5!

Temuan mengenai beban finansial ini turut dikonfirmasi oleh Imum
Mukim Kecamatan Darul Kamal yang menyoroti persoalan ini dari sudut
pandang adat setempat. Menurut beliau, tuntutan mahar berupa mayam emas
dan tingginya biaya kenduri pernikahan kerap menjadi beban berat bagi pemuda
yang baru merintis karier, sehingga banyak di antara mereka merasa belum
sanggup memenuhi ekspektasi keluarga maupun norma sosial yang berlaku di
kemukiman. Beliau menegaskan bahwa adat semestinya berfungsi memuliakan
pernikahan, bukan mempersulit pelaksanaannya, sehingga mengimbau para
orang tua untuk tidak membebani calon menantu dengan mahar atau pesta
pernikahan yang melebihi kemampuan ekonomi keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial merupakan salah
satu syarat penting dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang yang belum mampu
secara finansial untuk menatkahi pasangan dikategorikan dalam kondisi yang
menjadikan pernikahan berhukum makruh, karena dikhawatirkan tidak mampu
memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat.

2. Faktor Kesiapan Mental dan Emosional

Faktor kesiapan mental dan emosional merupakan faktor kedua yang
paling banyak disebutkan, yaitu oleh sepuluh dari tujuh belas informan. Para
informan secara konsisten menyatakan bahwa kematangan mental merupakan
syarat yang tidak kalah penting dari kesiapan finansial. Temuan ini juga

dikonfirmasi oleh Kepala KUA yang menyebutkan bahwa faktor kesiapan

61 Wawancara dengan F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul
16:20 WIB.
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mental dan kekhawatiran terhadap perceraian menjadi salah satu dari tiga faktor
utama yang sering dikemukakan pemuda-pemudi Darul Kamal.

Informan R.R (23 tahun) menyatakan bahwa kesiapan mental adalah hal
yang paling utama harus dipersiapkan sebelum menikah. Menurutnya,
pernikahan merupakan komitmen seumur hidup yang penuh dengan dinamika,
termasuk tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga kematangan mental dalam
mengelola emosi, saling menghargai, dan saling memahami menjadi fondasi
yang tidak bisa diabaikan. > Informan F (24 tahun) menjelaskan bahwa
pernikahan penuh dengan cobaan dan dinamika sehingga kematangan mental
menjadi bekal utama dalam merespons setiap persoalan rumah tangga secara
bijak.6

Informan M.K (24 tahun) yang merupakan alumni pesantren mengaitkan
kesiapan mental dengan peran kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.
Menurutnya, kepemimpinan dalam rumah tangga harus dimulai dari
kemampuan memimpin diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mampu memimpin
dan membimbing istri. ®* Sementara  itu, informan A.F (24 tahun)
mengungkapkan kekhawatiran konkret terhadap dinamika pernikahan,
khususnya terkait kemudahan terjadinya perselingkuhan di era media sosial
yang dapat mengancam komitmen pernikahan.®

Informan A.L (26 tahun) yang berprofesi sebagai Freelance di media
sosial menyebutkan bahwa data perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan
ketidakmatangan emosi sebagai salah satu faktor pemicu utama perceraian

Generasi Z, yang membuatnya semakin yakin untuk tidak terburu-buru menikah

62 Wawancara dengan R.R (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026,
Pukul 10:00 WIB.

63 Wawancara dengan F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul
16:20 WIB.

64 Wawancara dengan MK (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026,
Pukul 16:30 WIB.

65 Wawancara dengan A.F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul
15:10 WIB.
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sebelum kematangan emosionalnya benar-benar terjamin. ¢ Informan R (25
tahun) yang mengelola usaha alat berat keluarga menambahkan bahwa kesiapan
mental juga berkaitan erat dengan kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan
yang berisiko tinggi tanpa mengorbankan kualitas perhatian kepada keluarga.®’

Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan mental dan emosional
berkaitan erat dengan konsep ahliyyah kecakapan seseorang dalam memikul
tanggung jawab pernikahan. Seseorang yang secara mental belum matang untuk
mengemban kewajiban dalam pernikahan berada dalam kondisi yang secara
figih dapat menjadikan pernikahan berhukum mubah untuk ditunda, karena
memaksakan pernikahan dalam kondisi belum matang mental justru berpotensi
menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

3. Faktor Pendidikan dan Karier

Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mengarahkan seluruh
potensi yang dimiliki anak-anak, agar mereka mampu berkembang secara utuh
sebagai individu dan anggota masyarakat, pendidikan juga merupakan proses
pembentukan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual,
emosional, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pendidikan menjadi landasan
utama yang harus ditempuh sebelum seseorang mengambil komitmen jangka
panjang seperti pernikahan.

Faktor pendidikan dan karier disebutkan oleh tujuh dari dua belas
informan sebagai pertimbangan penting dalam menunda pernikahan. Orientasi
terhadap pencapaian pendidikan dan . pembangunan karier yang mapan
mendorong Generasi Z untuk memprioritaskan kedua aspek tersebut sebelum

melangkah ke jenjang pernikahan.

66 Wawancara dengan A.L (Warga Darul Kamal) 26 Tahun, Tanggal 11 Juli 2026, Pukul
17:15 WIB.

67 Wawancara dengan R (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 12 Juli 2026, Pukul
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M.H.K (22 tahun) menyatakan bahwa ia memilih untuk menyelesaikan
pendidikan dan mendapatkan pekerjaan tetap terlebih dahulu sebelum menikah,
karena menurutnya menikah sebelum mandiri secara finansial hanya akan
menyusahkan pasangan. °® Informan F.N, seorang mahasiswa Program Studi
Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry, bahkan telah menetapkan target usia
pernikahan secara spesifik di usia 2627 tahun setelah menyelesaikan studi dan
memperoleh pekerjaan yang mapan.®’

Informan A.L (26 tahun) yang berprofesi sebagai Freelance di media
menunjukkan bahwa orientasi karier tidak hanya menjadi alasan bagi mereka
yang belum mapan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup Generasi Z yang
sudah mapan sekalipun, karena keduanya tetap menunda pernikahan sambil
terus mengembangkan pencapaian profesional mereka.”?

Dari perspektif perempuan, R.R (23 tahun) menekankan pentingnya
kemandirian finansial bagi perempuan sebelum menikah, bukan semata-mata
sebagai pencapaian karier, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri agar
tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan.’' Pandangan ini juga diperkuat
oleh C.T (22 tahun) dan S (22 tahun) yang sama-sama menyatakan bahwa
mereka ingin memperbaiki diri dan melanjutkan karier terlebih dahulu sebelum
menerima lamaran pernikahan.’”

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas hidup yang
signifikan di kalangan Generasi Z, di mana pendidikan dan karier kini
dipandang sebagai tahapan yang harus diselesaikan sebelum memasuki jenjang

pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, menuntut ilmu dan mempersiapkan

8 Wawancara dengan M.H.K (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 22 Juni 2026,
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22:00 WIB.
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72 Wawancara dengan C.T dan S (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 02 Juli 2026.
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diri secara menyeluruh sebelum menikah merupakan hal yang dianjurkan,
selama penundaan tersebut tidak disertai dengan perilaku yang bertentangan
dengan syariat.

4. Faktor Pengaruh Lingkungan Sosial

Faktor pengaruh lingkungan sosial dan media sosial disebutkan oleh
Sepuluh dari enam belas informan sebagai faktor yang turut mempengaruhi,
baik secara langsung maupun tidak langsung, keputusan Generasi Z dalam
menunda pernikahan. Meskipun sebagian besar informan menyatakan tidak
mudah terpengaruh secara pribadi, mereka mengakui bahwa fenomena ini nyata
terjadi di kalangan Generasi Z secara umum.

Informan F.N (23 Tahun) menyoroti fenomena Fear of Missing Out
(FOMO) dalam konteks pernikahan, yaitu kecenderungan sebagian Generasi Z
untuk menikah karena mengikuti tren tanpa bekal ilmu dan kesiapan yang
memadai, yang berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Ta mengingatkan
bahwa keputusan menikah yang hanya didasarkan pada ikut-ikutan tren tanpa
landasan ilmu berpotensi memicu konflik di kemudian hari.”3> A.F (24 tahun)
memberikan perspektif kritis yang berbeda, yaitu menyoroti dampak negatif
media sosial terhadap kesetiaan dalam pemikahan. Menurutnya, kemajuan
teknologi digital seperti TikTok dan Instagram telah mempermudah tetjadinya
perselingkuhan yang dahulu membutuhkan lebih banyak upaya, namun kini
dapat dilakukan hanya melalui genggaman tangan.’*

Informan Z (29 tahun) yang berprofesi sebagai operator Wedding
Organizer memberikan perspektif yang sangat unik ia justru mendapatkan
gambaran realistis tentang pernikahan dari pekerjaannya mengurus pernikahan

orang lain setiap minggunya. la pernah menyaksikan calon pasangan yang

73 Wawancara dengan FN (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 29 Juni 2026, Pukul
22:00 WIB.

74 Wawancara dengan A.F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul
15:10 WIB.
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bertengkar hebat bahkan konflik antar keluarga besar hanya karena urusan
gengsi sosial dan biaya resepsi, sehingga semakin selektif dan berhati-hati.”>

Informan A.S (25 tahun) yang berprofesi sebagai penjual parfum juga
mendapatkan pembelajaran serupa dari profesinya. Ia pernah menyaksikan
orang yang memaksakan membeli mahar besar demi gengsi sosial padahal
fondasi ekonomi mereka setelah menikah belum stabil.”®

Sementara itu; M.R.A (24 tahun) menghadirkan perspektif yang unik,
yaitu bahwa tekanan yang paling ia rasakan bukan berasal dari media sosial,
melainkan dari lingkungan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan langsung dari orang
tua dan kerabat seperti "Kapan nikah?" justru lebih memberikan tekanan yang
terasa lebih intens dan personal dibandingkan melihat postingan pernikahan
teman-teman di media sosial.

Perspektif ini turut diperkuat oleh Imum Mukim Kecamatan Darul
Kamal, yang menyoroti pengaruh media sosial terhadap perubahan pola pikir
Generasi Z dalam memandang pernikahan. Menurut beliau, anak muda saat ini
terpapar informasi secara berlebihan = sehingga sebagian dari mereka
menganggap pernikahan sebagai beban atas kebebasan pribadi, ditambah dengan
paparan pengaruh lingkungan sosial yang turut membentuk ketakutan akan
kegagalan rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan terhadap
keputusan menunda pernikahan pada Generasi Z bersifat multidimensi, tidak
hanya berasal dari media sosial dan teman sebaya, tetapi juga dari tekanan
keluarga yang bersifat lebih langsung dan personal, sebagaimana turut

ditegaskan oleh pandangan tokoh adat setempat.

75 Wawancara dengan Z (Warga Darul Kamal) 29 Tahun, Tanggal 18 Juli 2026, Pukul
16:50 WIB.

76 Wawancara dengan A.S (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 19 Juli 2026, Pukul
17:30 WIB.
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5. Faktor Selektivitas Pasangan Pernikahan

Temuan yang sangat menarik dan berbeda dari mayoritas informan
sebelumnya ditemukan pada sekelompok informan yang secara finansial dan
mental telah mapan, namun tetap memilih menunda pernikahan. Kelompok ini
terdiri dari informan A.L (26 tahun) dan R (25 tahun) yang masing-masing telah
memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Alasan penundaan pernikahan
mereka bukan lagi karena ketidaksiapan finansial, melainkan karena selektivitas
tinggi dalam memilih pasangan dan kehati-hatian dalam menjaga kualitas
pernikahan.

Informan A.L (26 tahun) menerapkan pendekatan manajemen risiko
dalam memandang pernikahan. Ia menyatakan bahwa menikah itu seumur
hidup, sehingga investasi waktu untuk menunda dan memilih dengan cermat
jauh lebih murah daripada biaya perceraian jika salah memilih.””

Informan R (25 tahun) yang mengelola usaha alat berat keluarga
menghadirkan alasan yang benar-benar baru 1a menunda pernikahan karena
belum siap mengalokasikan waktu dan kehadiran fisik sebagai suami secara adil.
[a menyadari bahwa kewajiban suami dalam Islam bukan hanya memberi
nafkah materi, tetapi juga nafkah batin dan kehadiran sebagai gawwam,
sementara ritme kerjanya yang mengharuskan sering berada di lokasi proyek
pegunungan belum memungkinkan hal tersebut.’8

6. Analisis Posisi Hukum Islam terhadap faktor faktor penundaan
pernikahan

Berdasarkan seluruh data yang diperoleh dari enam belas informan dan
konfirmasi dari Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, peneliti menemukan
bahwa posisi hukum Islam bagi Generasi Z yang menunda pernikahan dapat

dipetakan ke dalam dua kelompok besar.

77 Wawancara dengan A.L (Warga Darul Kamal) 26 Tahun, Tanggal 11 Juli 2026, Pukul
17:15 WIB.

78 Wawancara dengan R (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026, Pukul
17:30 WIB.
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Kelompok Pertama terdiri dari informan yang belum memiliki
kemampuan finansial yang memadai dan belum memiliki kematangan mental
yang cukup. Kelompok ini berada pada posisi hukum menikah yang berstatus
makruh hingga mubah. Penundaan pernikahan yang mereka lakukan dalam
kondisi ini sejalan dengan pandangan Kepala KUA yang menyatakan bahwa
penundaan yang didasarkan padaniat kesiapan dan upaya mencapai kemampuan
merupakan tindakan yang dibolehkan secara syar'i.** Rasulullah SAW juga
menyarankan bagi yang belum mampu lam yastati' untuk berpuasa sebagai

benteng diri sebagaimana sabdanya:
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"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah,
maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan
pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum
mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng
baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kelompok Kedua terdiri dari informan yang sudah memiliki kemampuan

finansial yang mapan dan kematangan mental yang cukup, namun tetap
menunda pernikahan karena alasan selektivitas pasangan dan manajemen risiko.
Kelompok ini sesungguhnya telah berada pada posisi hukum sunnah bahkan
sebagian di antaranya mendekati wajib untuk segera menikah. Kepala KUA
memberikan peringatan yang sangat tegas terkait kondisi ini:
Jika seseorang sudah sangat mampu secara lahir batin dan dikhawatirkan jatuh
ke dalam kemaksiatan, maka menunda nikah hukumnya bisa menjadi makruh
atau bahkan dilarang. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara ikhtiar
persiapan dengan menjaga kesucian diri.

Dengan demikian, analisis hukum Islam dalam penelitian ini
menegaskan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul

Kamal merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara hitam
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putih. Hukum Islam melalui ahkamus khamsah telah menyediakan kerangka
yang fleksibel dan proporsional untuk menilai setiap kondisi tersebut secara adil,
sebagaimana juga ditegaskan oleh Kepala KUA bahwa pesan utama untuk
Generasi Z adalah: Boleh mematangkan karier, pendidikan, dan ekonomi, itu
sangat baik. Namun, jangan jadikan standar kesempurnaan materi yang tidak
terbatas sebagai alasan untuk terus menunda ibadah pernikahan. Pernikahan itu
bukan mencari siapa yang paling sempurna, melainkan membangun komitmen
bersama untuk saling menyempurnakan.’®
D. Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan

Darul Kamal Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan di

Indonesia tentang Batas Usia Ideal Perkawinan

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah menganalisis
bagaimana fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan
Darul Kamal jika ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia
tentang batas usia ideal perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II,
hukum positif Indonesia membedakan antara batas usia minimal yang bersifat
administratif wajib dipenuhi, dengan batas usia ideal yang merupakan
rekomendasi kesiapan terbaik sebelum menikah. Analisis dalam poin ini
dilakukan dari tiga lapis regulasi, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 sebagai batas
usia minimal, UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP BKKBN sebagai
batas usia ideal, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai
batas kedewasaan hukum, untuk kemudian dikaitkan dengan realitas fenomena
penundaan pernikahan yang ditemukan di lapangan.

1. Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019 Batas Usia Minimal Perkawinan

Ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia

minimal perkawinan 19 tahun, seluruh enam belas informan dalam penelitian ini

telah memenuhi bahkan melampaui syarat usia minimal tersebut dengan rentang

79 Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026
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usia 22-29 tahun, artinya mereka telah melampaui batas minimal undang-
undang. Namun demikian, mereka tetap memilih untuk menunda pernikahan
dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan pada Poin C.

Selain tinjauan dari sisi batas usia minimal menurut UU No. 16 Tahun
2019, fenomena penundaan pernikahan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal
juga menarik untuk ditinjau dari perspektif Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk melangsungkan
perkawinan.

Pasal ini mengandung konsep usia dewasa perkawinan, yaitu bahwa
seseorang yang telah berusia 21 tahun ke atas dianggap telah memiliki
kematangan dan kemandirian yang cukup untuk memutuskan perkawinan secara
mandiri. Dalam konteks penelitian ini, fakta bahwa seluruh enam belas informan
yang berusia 22-29 tahun telah melampaui batas usia 21 tahun yang dimaksud
Pasal 6 ayat (2), mengandung implikasi hukum yang penting bahwa mereka
semua telah dipandang dewasa penuh secara hukum perkawinan dan secara
mandiri bertanggung jawab atas keputusan untuk menikah maupun menunda
perikahan.8°

Dari perspektif ini, penundaan pernikahan yang dilakukan oleh seluruh
informan merupakan keputusan yang sepenuhnya berada dalam lingkup otonomi
hukum mereka sendiri. Tidak ada satu pun informan yang masih berada di
bawah umur 21 tahun sehingga memerlukan izin orang tua. Namun menariknya,
meskipun secara hukum mereka telah memiliki otonomi penuh untuk menikah
tanpa izin siapapun, sebagian besar dari mereka justru masih merasa perlu
menunggu dan mempersiapkan diri lebih jauh sebelum melangsungkan

pernikahan 8!

80 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2).
81 Hasil wawancara dengan enam belas informan, Kecamatan Darul Kamal, Juni—Juli
2026.
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Hal ini menunjukkan bahwa bagi Generasi Z di Kecamatan Darul
Kamal, kedewasaan hukum yang diakui oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun
1974 tidak serta-merta dimaknai sebagai sinyal untuk segera menikah,
melainkan justru sebagai kesadaran bahwa keputusan sebesar pernikahan
memerlukan pertimbangan yang matang dan kesiapan yang komprehensif.
Kondisi ini sejalan dengan semangat Pasal 6 ayat (2) itu sendiri yang pada
dasarnya ingin memastikan bahwa perkawinan hanya dilaksanakan oleh mereka
yang telah memiliki kematangan yang cukup untuk memikul tanggung
jawabnya,8?

2. Tinjauan dari UU No. 52 Tahun 2009 Batas Usia Ideal dan Program PUP

BKKBN

Ditinjau dari UU No. 52 Tahun 2009 yang melalui program PUP
BKKBN menetapkan usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun
bagi laki laki, fenomena yang ditemukan di Kecamatan Darul Kamal bersifat
paradoksal dan dapat dilthat dari dua sisi.

Di satu sisi, penundaan yang dilakukan sebagian besar informan karena
alasan mempersiapkan  kesiapan  sosial-ekonomi, mental, pendidikan
keterampilan, dan keyakinan agama, sesungguhnya sejalan dengan semangat
Program PUP. Kelima aspek kesiapan yang disyaratkan PUP berkorelasi
langsung dengan lima faktor penundaan pernikahan yang ditemukan dari hasil
wawancara enam belas informan. Informan M.H.K (22 tahun), R.R (23 tahun),
R.A (23 tahun), C.T (22 tahun), dan S (22 tahun) yang masih berada dalam
rentang usia yang direkomendasikan PUP sebagai fase persiapan, menunjukkan
bahwa penundaan mereka sesuai dengan semangat pendewasaan usia
perkawinan yang diamanatkan undang-undang.®?

Di sisi lain, terdapat kelompok informan yang telah melampaui usia ideal

PUP, seperti, A.L (26 tahun), A.S (25 tahun), R (25 tahun), M.I (25 tahun) dan Z

82 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2).
83 M.HK, R.R, R.A, C, S, wawancara, warga Darul Kamal,



58

(29 tahun), yang meskipun telah mencapai batas wusia ideal yang
direkomendasikan BKKBN, masih memilih menunda pernikahan dengan alasan
selektivitas pasangan dan manajemen risiko. Kondisi ini melampaui semangat
PUP yang tidak bermaksud mendorong penundaan pernikahan tanpa batas,
melainkan mendorong kesiapan terukur menuju pernikahan yang berkualitas.?*

Pasal 48 ayat (1) UU . No. 52 Tahun 2009 yang mengamanatkan
pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi ketahanan nasional
mengingatkan bahwa program PUP dirancang bukan untuk menghindari
pernikahan, melainkan untuk memastikan pernikahan dilaksanakan pada usia
yang tepat dengan kesiapan yang memadai.

3. Tinjauan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, seluruh
informan dalam penelitian ini telah jauh melampaui batas usia anak. Dengan
rentang usia 22-29 tahun, mereka secara hukum sudah dikategorikan sebagai
orang dewasa penuh yang memiliki kapasitas hukum dan tanggung jawab penuh
atas keputusan hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah atau menunda
pernikahan. 83

Perspektif ini penting untuk ditegaskan karena menunjukkan bahwa
fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Darul Kamal
bukanlah fenomena yang berkaitan dengan perlindungan anak dari pernikahan
dini. Justru sebaliknya, ini adalah fenomena dimana orang-orang dewasa yang
secara hukum telah memiliki kapasitas penuh untuk menikah secara sadar
memilih untuk menunda sebuah persoalan yang jauh lebih kompleks dari

sekadar regulasi batas usia.

84 AL, A.S, R, Z, wawancara, warga Darul Kamal,
85 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1 ayat (1).
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4. Analisis Posisi Gen Z Darul Kamal dalam Kerangka Hukum Positif
Indonesia
Berdasarkan keempat tinjauan regulasi di atas, dapat dianalisi mengenai
posisi Generasi Z Kecamatan Darul Kamal dalam kerangka hukum positif
Indonesia tentang batas usia perkawinan. Ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974, seluruh enam belas informan yang berusia 22-29 tahun telah
melampaui batas usia 21 tahun, sehingga secara hukum telah dipandang dewasa
penuh dan mandiri dalam mengambil keputusan perkawinan tanpa memerlukan
izin dari pihak manapun.®® Ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019,
seluruh informan juga telah melampaui batas usia minimal 19 tahun antara 3
hingga 8 tahun, namun tetap memilih menunda pernikahan.®” Ditinjau dari Pasal
21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP BKKBN,
sebagian informan sudah melampaui usia ideal yang direkomendasikan yaitu 21
tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sementara sebagian lainnya
masih berada dalam rentang usia ideal tersebut.®® Ditinjau dari Pasal 1 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 2002, seluruh informan telah jauh melampaui batas usia anak
dan berstatus dewasa penuh secara hukum.8”
Dari keempat perspektif regulasi tersebut, terlihat jelas bahwa dari sisi
hukum positif Indonesia, seluruh informan telah memenuhi bahkan melampaui
semua ketentuan batas usia yang berlaku. Ini mengonfirmasi bahwa fenomena

penundaan pernikahan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor belum cukup

86 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 6 ayat (2).

87 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

88 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 21 ayat (1) hurufa

89 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1 ayat (1).
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umur secara hukum, melainkan oleh faktor faktor sosial, ekonomi, psikologis,
dan budaya yang jauh lebih kompleks.??

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, fenomena ini menghadirkan
paradoks yang menarik. Di satu sisi, hukum positif berhasil mencegah
pernikahan dini hingga mendekati tidak ada kasus di Kecamatan Darul Kamal.
Namun di sisi lain, keberhasilan ini diiringi munculnya fenomena penundaan
pernikahan yang bahkan melampaui batas usia dewasa perkawinan dan usia
ideal yang direckomendasikan regulasi itu sendiri. Penurunan angka pernikahan
sebesar 70,3% dalam empat tahun terakhir menjadi bukti empiris nyata dari
paradoks ini sebuah paradoks antara keberhasilan mencegah pernikahan dini di
satu sisi, dan munculnya penundaan pernikahan yang berlebihan di sisi lain yang
justru berpotensi mengancam tujuan pembangunan keluarga berkualitas

sebagaimana diamanatkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009.°!

90 Hasil wawancara dengan enam belas informan, Kecamatan Darul Kamal, Juni—Juli
2026.

91 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 48 ayat (1); Data
Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.



BAB EMPAT
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat lima faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal dalam menunda pernikahan. Faktor finansial dan
ekonomi menjadi faktor paling dominan, sebagaimana disebutkan oleh sebelas
dari enam belas informan, meliputi belum memiliki penghasilan tetap, tingginya
biaya mahar, dan besarnya biaya adat pernikahan. Faktor lain yang turut
memengaruhi adalah kesiapan mental dan emosional, orientasi pendidikan dan
karier, pengaruh lingkungan sosial, serta selektivitas pasangan pernikahan faktor
terakhir ini khusus ditemukan pada informan yang secara finansial telah mapan
namun tetap menunda. Dalam perspektif hukum Islam, informan yang belum
mampu secara finansial dan mental berada pada posisi hukum makruh hingga
mubah untuk menunda, sedangkan informan yang telah mampu namun tetap
menunda berada pada posisi mendekati sunnah hingga wajib untuk segera
menikah.

Ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas
usia ideal perkawinan, fenomena penundaan pernikahan Generasi Z di
Kecamatan Darul Kamal menghadirkan paradoks. Seluruh informan telah
melampaui batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 maupun batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga secara hukum dipandang telah
dewasa dan mampu mengambil keputusan perkawinan secara mandiri. Namun,
sebagian informan yang usianya telah melampaui rentang usia ideal yang
direkomendasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN 21
tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki justru melampaui semangat

pendewasaan usia itu sendiri. Data KUA Kecamatan Darul Kamal yang
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menunjukkan penurunan angka pernikahan sebesar 70,3% dalam lima tahun
terakhir membuktikan bahwa hukum positif Indonesia telah berhasil mencegah
pernikahan dini, tetapi di sisi lain diiringi kecenderungan penundaan yang
melampaui batas usia ideal yang direkomendasikan regulasi itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-di atas, peneliti mengajukan beberapa saran
kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Bagi Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, diharapkan dapat
memandang pernikahan sebagai ibadah yang perlu dipersiapkan dengan baik.
Penundaan pernikahan sebaiknya dijadikan masa persiapan, bukan
penghindaran.

Orang tua dan keluarga diharapkan memberikan dukungan tanpa
memberikan tekanan berlebihan. Pertanyaan tentang kapan menikah? sebaiknya
diganti dengan pendampingan, pembekalan ilmu agama dan rumah tangga, serta
dukungan finansial yang dapat membantu Generasi Z mempersiapkan
pernikahan.

Bagi pemerintah dan instansi terkait, Kementerian Agama melalui KUA
dan BKKBN diharapkan meningkatkan sosialisasi tentang usia perkawinan dan
Program PUP melalui media sosial, kampus, masjid, dan kegiatan kepemudaan.
Selain itu, perlu ditingkatkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan
usaha bagi anak muda. KUA juga diharapkan memperluas Bimbingan
Perkawinan Bimwin agar dapat menjangkau Generasi Z yang masih dalam tahap
mempersiapkan diri untuk menikah.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wilayah
dan jumlah informan dengan latar belakang yang lebih beragam. Peneliti
selanjutnya juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau mixed method,
serta mengkaji lebih lanjut pengaruh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
dan Program PUP terhadap penundaan pernikahan Generasi Z dari perspektif

hukum, sosial, dan kebijakan kependudukan.
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